BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

1. Anak angkat laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba memiliki Hak
dalam pembagian waris keluarga , hal ini dikarenakan masyarakat
Batak Toba menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal.
Selain itu utuk menyeimbangkan system pengangkatan anak,
orangtua angkat mengadakan suatu upacara adat, upacara tersebut
merupakan suatu peristiwva hukum yang berakibat hukum pada
orangtua angkat , orangtua kandung /orangtua biologis anak, dan anak
angkat itu sendiri. Salahsatu akibat hukum yang berdampak adalah
bagian waris, gono gini, bahkan waris berupa tanah ulayat keluarga.
KUH Perdata mengatur mengenai pembagian waris secara umum,
namun Yyang menjadi corong putusan adalah hakim yang akan
mempertimbangkan choice of law yang akan digunakan.

2. Pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak Toba akan
mendapat harta warisan dari adanya yurispudensi dan kebiasaan adat,
bagian terbesar di miliki oleh anak laki laki dan atau anak angkat laki-
laki, hukum adat batak toba telah mengalami pergeseran hukum. Yaitu
adanya tuntutan menyeimbangkan adat (Participal Cosmic) dari
upacara pengangkatan anak dan menyeimbangkan dengan akibat

hukum nya dari upacara pengangkatan tersebut. maka dari itu
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kedudukan anak angkat dalam pembagian waris dapat diakui didalam
hukum positif Indonesia.
B. SARAN
1. Anak angkat laki-laki mendapatkan bagian waris yang sama besarnya
dengan anak kandung, KUH Perdata sebagai hukum positif di
Indonesia dapat mengakomodir namun dalam penyelesaian nya masih
diperlukan suatu undang-undang khusus yang mengatur waris adat
batak sebagai pelengkap dalam menyelsaikan suatu perkara sengketa
waris.
2. Dalam PUTUSAN  Nomor:  54/PDT/2016/PT-MDN  sebagai
yurispudensi bagi pemberian waris untuk anak angkat diharapkan
meberikan pembagian secara matematis pada anak angkat laki-laki

dan anak laki laki biologis.
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